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INTEGRITAS. KORUPSI DAN
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Disampaikan pada:
Bimtek Pilkada Serentak 2017 bagi Penyelenggara Pemilu, Tim Kuasa Hukum
Pasangan Calon dan Forum Pengacara Konstitusi
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“‘la selalu menpatakan

Repada si penwtboeri hadiah bahwa
diritnya tidak

perlue diberl hadiah karenn Lo

Had iah memiliil gajl.

Yang
Ha rusnya perlu diberl hadiah adalah
untuk raryat yang susah

(Baharwddin Lopa, 19235-2001)

Orang
Susah

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil



Pikiran

Ucapan

INTEGRITAS

Tindakan



Pernahkan anda ??? (dalam 3-6 bulan terakhir)

- Berjanji kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu
yang baik kemudian tidak melakukannya

- Memberikan sesuatu yg menurut anda itu diberikan
dengan “ikhlas” namun sebenarnya anda ingin diingat
oleh penerimanya.

- Membatalkan janji sepihak dan membuat alasan yang
direkayasa

ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil

Dokumen
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Sejauh mana anda JUJUR

menjawab pertanyaan-pertanyaan
tersebut maka inilah awal memahami
Integritas yang sebenarnya

>$



e
Nilal-nilal Integritas

Perilaku berintegritas di antaranya (Carter, 1996)

) R
ol 0 T N ANTARA UCAPAN DAN TINDAKAN
-K H N TERHADAP PERATURAN DAN ETIKA

BERORGANISASI SERTA KEPATUHAN YANG KONSISTEN
PADA PRINSIP-PRINSIP MORAL YANG BERLAKU DI

MASYARAKAT

-B GJ B ATAS TINDAKAN.
KEPUTUSAN, DAN RESIKO YANG MENYERTAINYA

- MENJADI T N DALAM BENTUK KEARIEAN

DALAM MEMBEDAKAN BENAR DAN SALAH SERTA
MENDORONG ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN HAL
YANG SAMA

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil



A l o I..,. g ol ,I ik l".'- I;-....', . I-, ’._, = g I-ﬁ I-;_.-.‘. I -, q o sc,\

JUJUR Lurus hati, tidak berbohong, tidak curang

PEDULI Mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain

MANDIRI Tidak bergantung pada orang lain

DISIPLIN Taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
TANGGUNG JAWAB : Siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan

KERJA KERAS Gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan

SEDERHANA Bersahaja, tidak berlebih-lebihan

BERANI Mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan,
dan sebagainya

ADIL Berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
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ChallEnges

pengikut
/ perubahan

Ragu-ragu

Memilih untuk
berubah

skeptis

Anti
perubahan Votor
; perubahan
2.15% :l_2.15"f’o
1 W SRR Pl 2 b vl /2 L ARl e e e T i S s -
68.2%
95.4%
99.7%

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
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Beberapa contoh Kepatuhan Minimal

| Seae
Komitmen Nilai-nilai Kode etik dan Laporan
Pimpinan (Tone Organisasi Perilaku Kekayaan

from the Top)

Konflik Sistem Pengendalian Dan Sebagainya
Kepentingan Whistleblowing Gratifikasi

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
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Global Competitiveness Index

B® Indonesia 415 138 2016-2017 edition

ﬁ
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M ic f for doi i - ve Opin :
Ost pr'ObIem atlc aCtOTS or Olng usiness Source: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2016 S

S

Carruption 11.8 =
Inefficient government bureaucracy 9.3 £
Inadequate supply of infrastructure 9.0 &
. . ()

Access to financing BB X
Inflation 76 3
Policy instability 6.5 =
Poor work ethic in national labor force 6.3 =
Tax rates 6.1 ?
Inadequately educated workforce 56 o
Tax regulations 48 _09)_
Foreign currency regulations 4.6 -g
Government instability 4.1 B
Poor public health 40 §
Crime and theft 4.0 Q
Insufficient capacity to innovate 3.7 g
Restrictive labor regulations 3.7 S
[ [ [ [ | %

0 3 6 9 12 2

£

Sumber: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017. FINAL.pdf é
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36

Rank
88 /168

N

e

‘ Corrupt Clean
09 10119 2029 30-39 40.49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

':7

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
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Penanganan Korupsi oleh KPK Berdasarkan Jenis Perkara

TPPU; 17; 3%

Merintangi Proses
KPK; 5; 1%

Perijinan; 20; 4%

Pungutan; 21; 4%

Penyalahgunaan
Anggaran; 44; 8%

Penyuapan; 271;
52%

Pengadaan
Barang/Jasa; 148;
28%

http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara. Per 31 Agustus 2016



http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara

Hakim
Eselon I, 11, 111 Anggota DPR/DPRD Duta besar

Menteri/Kepala Lembaga 1 O O /() Komisioner

Pemerintahan Conviction Rate

Walikota/Bupati dan Wakil

Gubernur

Sektor swasta :
Sumber: acch.kpk.go.id

Statistic, 30 April 2016




News / Nasional

Suap Akil, Pengacara Susi Tur Divonis 5 Tahun
Penjara

Senin, 23 Juni 2014 | 12:53 WIB o 0 @ ‘ @ Shz
ares
Home News Perist

KPK Tetapkan Bupati Pulau Morotai Jadi
Tersangka Suap Pilkada

& 2 Total
)\ Sugeng Triono
L 26 Jun 2015, 23:34 WIB ° ° e @ ° 2'7k

Home News Penistiwa

News / Nasional

Pengacara Calon BuPati Lebak Beberkan Pengacara Didakwa Menyuap Panitera dan Hakim
Alasan Menyuap Akil Mochtar EE sl cenha Baad

Rabu, 19 Oktober 2016 | 12:40 WIB o O e @ Shares
: Total . = ,
13 Mei 2014, 13:55 WIB 16 ; ;

Home : News : Peristiwa

Pengacara Menyuap, Integritas Jaksa dan Hakim pun Tumbang

Oleh Edward Panggabean pads 0

Pakar hukum pidana dan pencucian uang Yanti Garnasih mengatakan, untuk memberantas korupsi diperlukan langkah bersama. Dia pun mengimbau kepada pengacara untuk tidak
menyuap hakim, jaksa, atau aparat hukum lainnya karena bisa menggoyahkan independensi aparat.

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk Kepe.. wuniywis nuisieron

"Pengacara jangan menyuap, karena integritas hakim atau jaksa akan tumbang,” imbau Yenti di Jakarta, Sabtu (3/8/2013).
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7 KLASIFIKASI KORUPSI

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun
2001

Kerugian Keuangan Negara

—— -
“““““

4 \\

_ Suap )

Konflik \ J
kepentingan dalam N et

pengadaan T ® 0N T
g _ /// ~‘\\
KORUPSI  Gratifikasi
\\ ,,
Perbuatan
Curang

Penggelapan dalam

_________ ’ Jabatan

_________
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Penanganan Korups Berdasarkan Jabatar/Profes;

Swasta
Eselonl /11 /1
Anggota DPR dan DPRD

%

%

%

Lainnya
Walikota/Bupati dan Wakil
Kepala Lembaga/Kementerian
Gubernur
Hakim

Komisioner

Duta Besar
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~htpiiacchkpk.go.idiberdasarkan-profesifjabatan
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Hangzal

UNTUK
MEMBASMI

BUEKU SAKU UNTUK MEMAHAMI
TINDAK PIDANA KORUPSI




Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

a. pegawail negeri atau penyelenggara negara yang menerima
hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya;

1 ff!”)" )

‘»
—

Dokumen ini tidak diperkenankan dlerl
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SUAP - 120

« Pegawai Negeri

S u bJ e k H u ku m » Penyelenggara Negara

e Hadiah

Penerimaan gk

« UNTUK MENGGERAKKAN
» Melakukan/tidak melakukan dim jabatan
» Yg bertentangan dg kewajibannya

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil




Pasal 12huruf b UU No. 31 Tahun 1999jo. UU No. 20 Tahun 2001:
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

"

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah
tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena
telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

:-"p.‘""’"“' f!?,:,."IEZ;""" .

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komer g
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SUAP 12 b

« Pegawai Negeri
* Penyelenggara Negara

 Hadiah

Penerimaan Bk

« SEBAGAI AKIBAT
» Melakukan/tidak melakukan dim jabatan
* Yg bertentangan dg kewajibannya

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil



Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

d.

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,
membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,
atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil



PEMERASAN

« Pegawal Negeri
» Penyelenggara Negara

&

» Menguntungkan diri sendiri/org lain

M akS U d - Melawan hukum

« Memberikan sesuatu

Membayar, potongan pembayaran, &
M e m aksa mengerjakan sesuatu /

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil

Menyalahgunakan kekuasaan
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#1. Panjang Tembok China diperkirakan membentang sejauh 21.196 KM
(4x jarak Jakarta - Papua)

#2. Dibangun selama 2000 tahun lamanya

#3. Tinggi 9 s.d 16 Meter

: #4. Lebar: 5 Meter

! .:_"—"'_‘ "'e.”,? e
. P | '113!% P = g i

#5. + 3 Juta pekerja paksa tewas pada proses pembangunannya

BARIKADE SUKUN xé!-- 1 ISTUNG ':CHINA IITRRA



=
Dalam 100 tahun
pertama, musuh
berhasil masuk
sebanyak 3x. Bukan
dengan cara
dirubuhkan, namun
dengan cara memberi
GRATIFIKASI kepada
penjaga benteng
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Pengertian GRATIFIKASI

Pemberian dalam arti luas KBBI

« gra-ti-fi-ka:si n
« uang hadiah kpd

Yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat

promise

(discount), komis, pinjaman tanpa bunga, tiket pegawai di luar gaji yg £
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan telah ditentukan g
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas ;
lainnya. .
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam Blacks Law Dictionary §
negeri maupun di luar negeri dan yang * rAe g?&*‘%@ 2éfcggp§rnse or g
_ W VI s
dllakuka_n dengan menggunakan sarana benefits, givenvoluntarily, <
elektronik atau tanpa sarana elektronik. without or =
:

(Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001)


http://thelawdictionary.org/solicitation/

GRATIFIKASI

« Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat inventif (tanam budi)
» Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

Contoh : Pengusaha memberi hadiah
voucher belanja kepada PNS karena
merasa terbantu dalam pengurusan
perizinan

IKHLAS!

SUAP

- Transaksional ( pertemuan kehendak
pemberi dan penerima )
+ Umumnya dilakukan secara tertutup

Contoh : Pengusaha menyuap pejabat
pemerintah untuk mendapatkan proyek

PEMERASAN

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat
(penerima)

- Bersifat memaksa

- Penyalahgunaan kekuasaan

Contoh : Pejabat memaksa calon peserta
tender untuk memberikan sejumlah uang

dengan ancaman jika tidak diberikan akan
digugurkan dalam proses tender

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
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DASAR HUKUM GRATIFIKASI

Pasal 12B & 12C UU No. 20
Tahun 2001 (UU Tipikor)

Pasal 16, 17, 18 UU No. 30 Tahun
2002 (UU KPK)

eraturan 0. 2 Tahun :
Peraturan KPK No. 06 Th 2015 ttg
Pedoman Pelaporan dan :
Penetapan Status Gratifikasi, dan 4 Peraturan K/L/O/P

Pedoman Pengendalian
Gratifikasi

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil



Pasal 12 B

(1)  Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya
dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut
umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil



Pasal 12 C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak
berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya
kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan
wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau
milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-
undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil



PELAPOR
AN

ATURAN HUKUM
GRATIFIKASI

Pasal 12B & Pasal 12C UU 20/2001

PIDANA

Pasal 16-18 UU KPK

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil



Menolak Gratifikasi pada Kesempatan Pertama *

atifikasi yg berhub dg jabatan &
rlawanan dg kewajiban/tugas

erima secara langsung

poran penolakan di internal

Komisi Pemberantasan Korupsi

ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil

Dokumen
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PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENOLAKAN

Tidak diterima secara langsung;

Pemberi tidak diketahul

Ragu dengan kualifikasi gratifikasi

Kondisi tertentu

Upacara Adat, Budaya, Tradisi,
Keagamaan

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
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PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI

MILIK NEGARA

DILAPORKAN S
INTERNAL Gratifikasi dianggap
o : Suap:
GRATIFIKASI ‘ (‘;;a;'gf;k;‘;'gfgs o - berhubungan dengan
| ' ' ! DILAPORKAN PADA EISELEL ; BT

» diberikan langsung « bertentangan dengan

KPR tugas dan kewajiban

MENERIMA TIDAK WAJIB MILIK PENERIMA
DILAPORKAN PADA

Terpenuhinya keadaan KPK Tidak berhubungan dg
tidak dapat menolak jabatan & tidak
bertentangan dg tugas
dan kewajiban

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil



URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

*f Lot b ot s rbonpak sesuss Melatatae

Jenis Ponierimaan Nominal/ Tempat can Tanggal
Uralan Takwran Y Penerimaan *

Kepada Yth.

REPUBUX INDONESIA

JL HR.RASUNA SND KW C-1
JAXARTA SELATAN 12920
KOTAX POS 575

C. DATA PEMBERY

Nama ¢

Pekerjzan dan Jabatan

Alarmat (Telepon/Faks!
Emait

Huburgan dengan
Pervbari

AKAR KORUPSI R P LR

Direktorn Grathast £ : ke e Knolog! peneriuaan B

Keomiu Pemberartesan Korupi

KR Fasuna Sad Ko © 1, bikarta Sefatan 12900

Faks. 021-5I931230, 52921231, Telp.: OFL-JS578448, JSST8440, HP 355 B845678
Emak: pelaporan grashicas @ipk g0.4

Dakumin yang dilampitkan™ Cnidakada T Ada, vaine.,
Catatan tambanan (il pectu)

. g d 4 . . . : Laporan Gratificast inl ssya sampakan dengan sebenar-benarmya, Apabils ada yang sengaje tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada
TOLAK Mams agkhasi “GRATI® {Grassficay - iormani & Soualaav). v ) i . * Komist Pemberantasan Korupst secara tidak bensr, maks saya bers secara hukum sesual dergan peraturan
ATAU o s L J o perundang undargan yang berfaku dan saya berseda memberkan keterangan selanfutrya.

20

. | Sempur 1. Labir

. | lebaterPurgin/Congan | :
| rstan bt < | 5. Mamn irtanu -

b Unit eselon VIVIIVIUS Kena

BN RIMDY Pemarintah

ESs = g2

Mearran Kantod

quv— |m;/ﬁm

tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil
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Dokumen ini 8

SK Pimpinan KPK No. : KEP-411/01-13/06/2013 tanggal 03 Juni 2013 — Ditetapkan Milik Negara



KEP-1171/01-13/12/2015 tanggal 02 Desember 2015 - Ditetapkan Milik Negara

SK Pimpinan KPK No. :






Aksl Bersama Pencegahan Korupsi

Entitas Insiatif
Publik Anti

& Privat Korupsi

Bersih

& bebas
korupsi

ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil

Dokumen



Alasannya

Korupsi/Suap/gratifikasi Melibatkan Dua

Pihak:

- Pihak yang meminta (demand) suap
(biasanya pihak yang memiliki
jabatan/kekuasaan)

- Pihak yang menawarkan (supply)
biasanya pihak yang memiliki yang
sebagal kekuatan untuk melanggar hukum
dan membeli kebijakan pemerintah.

Price

Pemberantasan korupsi harus dilakukan
kepada kedua belah pihak (pihak yang
meminta dan pihak yang menawarkan)

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil



R

_-":_SEller S product

 andservice
jf.::_._.features beneﬁt
= and Cal:)?:\li)lh’ues -

3 BUyer S |
"“Apphcatmn
Needsand
: ReqUIrement

Gap
Information

. Broker;

. Trader;

‘ _-Ga’cekeeper -
: -"-"|ntermed|ar|es
:;_Markus dlsb

Mol 'im.ﬁdak_"di?érkenan’@n d_iperb_anyak_ untuk kepentingan komersit

* when relevant information is known to some, but not to all parties involved



Ethical Dilemma

Ethical if under
right
circumstances

Unethical
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Cost of Corruption

(Pradipto, 2014)

1. Biaya Eksplisit Korupsi
O Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun
bukan (kerugian negara secara eksplisit)
2. Biaya Implisit Korupsi
(L Biaya oportunita akibat korupsi, termasuk beban cicilan

bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa
lalu

3. Biaya Antisipasi Tindak Korupsi

O Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten
L Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat

4. Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi
U Biaya peradilan (jaksa, hakim, dlI)
U Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dIl)
U Policing costs (biaya operasional KPK, PPATK dll)
U Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri

+

Cost of Corruption
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TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI

(1)

-

Gayus H.P. Pegawai Pajak 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 8 tahun
Tambunan
2. Yugo Saldian Anggota DPRD  04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012 4 tahun
Pangkalpinang
3. Dhana Pegawai Pajak 1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013 13 tahun
Widyatmika
4, Badaruddin Anggota DPRD 2218 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2014 4 tahun

Usman Pangkalpinang
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TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI

(2)

-

Syamsu Mantan Karyawan PT. 1761 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014 4 tahun
Marzuki Timah (BUMN)

6. Kusniati Achar Mantan Anggota DPRD 1740 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014 4 tahun
Pangkal Pinang

7. Malikul Amjad Mantan Wakil Walikota 03/Pid/TPK/2014/PT Babel, tanggal 19 Mei 2014 4 tahun
Pangkal Pinang

8. Norani Anggota DPRD Kab. 1774 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014 4 tahun
Bangka Induk periode
2009-2014 dan mantan
Anggota DPRD
Pangkalpinang periode
1999-2004
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TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI

(3)

0. Alfian Helmi Anggota DPRD 1780 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 4 tahun
Pangkalpinang 2014
periode 1999-2004
10. Abdul Aziz Kepala Dinas 1599 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 November 9 tahun
Muhammadiya Pertambangan Kab. 2014,
h Nunukan
11. |. Wayan Bupati Klungkung 7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN Dps tanggal 23 Juni 15 tahun
Chandra 2015
12. Waryono Sekjen ESDM 37/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 10 Des 7 tahun

Karno 2015
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